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Desa digital sebagai salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus 

informasi yang terjadi di desa. Desa Podomoro dalam menjalankan kebijakan 

desa digital mengadopsi program pemerintah daerah Lampung yakni smart 

village. Akan tetapi, dalam implementasi kebijakan desa digital belum 

sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan desa digital itu sendiri, karena masih 

terdapat rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam 

menggunakan teknologi digital. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di 

Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Metode dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Implementasi kebijakan desa digital dalam pelayanan publik di Desa Podomoro : 

1) Komukasi kurang berhasil disebabkan kurangnya kejelasan informasi 

masyarakat dalam menggunakan fitur-fitur desa digital. 2) Sumber daya 

ketidakmampuan masyarakat Desa Podomoro dalam melaksanakan program 

desa digital. 3) Disposisi Aparatur Desa Podomoro sudah mengetahui dan 

memahami fungsi dari website desa digital. 4) Struktur Birokrasi tidak ada 

Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai desa digital. Maka, kesimpulan 

pada penelitian ini dapat dinyatakan kurang berhasil menerapkan nilai 

implementasi kebijakan. 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Desa Digital, dan Pelayanan Publik  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF DIGITAL VILLAGE 

POLICIES IN PUBLIC SERVICES  

(Study in Podomoro Village, Pringsewu District, Pringsewu District) 

 

 

By 

 

Gilang Galuh Pangaribowo 

 

 

Digital village as one of the programs to reduce information flow gaps that occur 

in villages. Podomoro Village in carrying out its digital village policy has 

adopted the Lampung regional government program, namely the smart village. 

However, the implementation of digital village policies has not been fully in 

accordance with the goals of the digital village itself, because there is still low 

knowledge and ability of the community to use technology digital. The purpose of 

this research is to find out the Implementation of Digital Village Policy in 

Improving Public Services in Podomoro Village, Pringsewu District, Pringsewu 

Regency. The method in this study is a descriptive method with a qualitative 

approach. Implementation of digital village policies in public services in 

Podomoro Village: 1) Communication is less successful due to lack of clarity in 

community information in using digital village features. 2) Resources for the 

inability of the Podomoro Village community to implement the digital village 

program. 3) Disposition of the Podomoro Village Apparatus already knows and 

understands the function of the digital village website. 4) The bureaucratic 

structure does not have Standard Operating Procedures (SOP) regarding digital 

villages. Thus, the conclusions in this study were less successful in implementing 

the value of policy implementation. 

 

Keywords: Policy Implementation, Digital Village, and Public Services 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Era digital semakin marak di dunia termasuk di Indonesia, dapat merubah 

sebuah sistem yang telah ada. Sistem digital sudah banyak digunakan oleh 

pemerintahan dan masyarakat di daerah. Era digital ditandai dengan 

informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan canggih. Informasi 

semakin mudah tersebar dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, 

bukan hanya masyarakat di perkotaan, tetapi juga masyarakat yang ada di 

pedesaan. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadikan media 

internet sebagai media baru yang digunakan untuk semua kepentingan, 

mempermudah dan mempercepat layanan untuk digunakan masyarakat.  

 

Desa merupakan tempat yang ditinggali beberapa individu atau kelompok 

serta memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur urusan rumah 

tangganya, seperti yang dijelaskan di bawah ini : 

 

“Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewarganegaraan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Jadi dapat 

dikatakan desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan 

individu ataupun sekelompok individu dengan lingkungannya.” 

 

Desa yang pada umumnya masih kurang mengenal sistem-sistem berbasis 

digital, pada era digital dituntut agar dapat mengikuti perkembangan yang 

ada. Desa yang menerapkan sistem teknologi digital dalam menjalankan 

pemerintahannya dapat disebut sebagai desa digital yang mempunyai peran 

penting untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat.  
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Desa digital atau biasa disebut dengan istilah dedi, menurut Dahiri, dkk 

(2019) merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus 

informasi yang terjadi di desa. Konsep dari desa digital memberikan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam 

pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Sehingga adanya desa digital 

diharapkan pelayanan publik dapat meningkat dan masyarakat menjadi 

berkembang. 

 

Pelayanan publik yang baik dan inovatif dapat memberikan dampak yang 

baik pula kepada masyarakat, di mana nantinya masyarakat akan makin 

berkembang dengan seiringnya perkembangan teknologi sekarang ini. 

Pelayanan publik di era digital sendiri lebih kepada teknologi berbasis 

internet, sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih cepat dan efisien. 

Pelayanan publik yang berbasis teknologi digital dapat dipahami sebagai 

upaya dari pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien 

dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dahiri, dkk (2019) 

mengungkapkan bahwa desa digital sendiri merupakan konsep program 

yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, 

serta pemberdayaan masyarakat yang sudah berbasis pemanfaatan teknologi 

informasi. 

 

Penyelenggaraan desa digital mempunyai sifat yang luas dan menyangkut 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga harus dilaksanakan 

secara terpadu serta terarah oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. 

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar di dalam penyelenggaraan 

penerapan desa digital demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan dengan 

adanya dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi 

berupa pelayanan publik. Mewujudkan desa digital perlu adanya kerjasama 

dengan berbagai pihak, mulai dalam hal pendanaan, pendampingan, literasi 

digital dan masyarakat, penggunaan dana desa juga mulai diarahkan untuk 

penerapan teknologi yang bersifat digital. Menurut Anang, dkk (2019) Desa 
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digital juga tidak hanya berbicara digitalisasi melainkan juga menyangkut 

transparansi publik merujuk pada keterbukaan informasi yang diakses 

publik, sedangkan pelayanan publik dan sosial menyangkut pemanfaatan 

teknologi informasi komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

Tujuan dari terbentuknya desa digital untuk mengembangkan potensi desa 

dan membuat desa agar tidak terlalu tertinggal dalam penggunaan teknologi 

digital. Sejalan dengan pendapat Dahiri, dkk (2019) tujuan desa digital 

untuk mengembangkan potensi-potensi desa, pemasaran, dan percepatan 

akses serta pelayanan publik yang bersifat digital dengan terkoneksi melalui 

jaringan nirkabel atau jaringan internet. Pelayanan yang bersifat digital ini 

akan dapat mendorong peningkatan layanan publik di desa dan 

mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan 

layanan dengan basis data yang dimiliki.  

 

“Digitalisasi desa menurut Jan Hoesada (2019) bertujuan untuk 

menyetarakan pola kehidupan berbasis digital masyarakat desa dan 

masyarakat kota, upaya menghapus perbedaan orang desa dan orang 

kota, menghapus kesenjangan gaya hidup tradisional dan modern, 

ditambah perkembangan ekonomi desa”. 

 

Provinsi Lampung sendiri pada masa kepemimpinan Gubernur Arinal 

Djunaidi mempunyai program yang bertujuan untuk memajukan desa di 

Provinsi Lampung ke arah yang lebih modern. Provinsi Lampung sendiri 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki 2654 desa, dan 

desa yang ditargetkan untuk program digital berdasarkan surat keputusan 

Gubernur Lampung Nomor: G/71/V.12/HK/2021 berjumlah 130 desa. Desa 

tersebut terbagi dalam beberapa kabupaten serta kecamatan yang menjadi 

target program digitalisasi desa, sebagai berikut: 
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Tabel 1. Target Program Digitalisasi Desa 

Kabupaten Kecamatan Desa 

Lampung Selatan 18 18 

Lampung Utara 4 4 

Lampung Barat 7 7 

Pesawaran 12 12 

Tulang Bawang 15 15 

Tulang Bawang Barat 4 4 

Pesisir Barat 4 4 

Lampung Tengah 31 31 

Tanggamus 7 7 

Mesuji  5 5 

Way Kanan 5 5 

Lampung Timur 7 7 

Pringsewu 11 11 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022. 

 

Tabel 2. Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pringsewu dalam 

Program digitalisasi desa 

No Kabupaten Kecamatan Desa/Pekon 

1. 

Pringsewu 

Pagelaran Utara Margosari 

2. Ambarawa  Ambarawa Barat 

3. Banyumas Sri Rahayu 

4. Banyumas Sukamulya 

5. Gadingrejo Mataram 

6. Sukoharjo Waringin Sari Barat 

7. Sukoharjo Keputran 

8. Sukoharjo Sukoharjo III Barat 

9. Adiluwih Bandung Baru 

10. Gadingrejo Gadingrejo Timur 

11. Pringsewu Podomoro 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022. 

 

Kecamatan Pringsewu sendiri terdapat 10 pekon atau desa dan lima Desa 

berdasarkan BPS (2021), seperti yang terlihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3. Jumlah Desa dan Desa di Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu 

No  Desa No Desa No Kelurahan 

1 Margakaya  6 Pringsewu Barat 11 Fajaresuk  

2 Podomoro 7 Bumiayu 12 Pringsewu Barat 

3 Podosari  8 Fajar Agung 13 Pringsewu Timur 
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4 Rejo Sari 9 Fajar Agung 

Barat 

14 Pringsewu Selatan 

5 Sidoharjo 10 Waluyojati 15 Pringsewu Utara 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022. 

Desa Podomoro merupakan desa di Kecamatan Pringsewu yang ditunjuk 

menjadi desa digital melalui program smart village. Desa Podomoro 

menjadi desa yang berkembang dengan pesat dan tergolong desa yang 

cukup besar. Berdasarkan website resmi Desa Podomoro, Desa Podomoro 

memiliki luas wilayah 106.126 Ha, terbelah menjadi dua wilayah yaitu 

wilayah timur jalan raya dan wilayah barat jalan raya. Dengan kondisi 

geografis yang cukup luas, membuat pelayanan administrasi kurang optimal 

dan efisien. Maka pemerintah desa menyelaraskan dengan program 

pemerintah, membuat sebuah inovasi terkait dengan sistem pelayanan desa 

yang berbasis online atau digital.  

 

Desa Podomoro dalam menjalankan kebijakan desa digital mengadopsi 

program pemerintah daerah Lampung yakni smart village, sehingga semua 

aturan-aturan yang berlaku menggunakan aturan di dalam program smart 

village dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti 

yang tertulis dalam masterplan smart village bahwa Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 digunakan untuk menyusun kebijakan yang bersifat 

mengikat untuk mendukung pengembangan ekosistem desa berbasis 

teknologi informasi demi menciptakan ekonomi desa yang berkelanjutan.  

 

Melalui program smart village pemerintah Desa Podomoro memunculkan 

sebuah inspirasi untuk membangun desa digital yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidupnya. 

Website desa yang merupakan salah satu produk digital teknologi di wilayah 

pedesaan sebagai sebuah interaksi yang kompleks antara berbagai sistem 

yang ada di dalamnya. Pelayanan publik berbasis website desa ini digunakan 

untuk mengakses informasi dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang 

ada di Desa Podomoro.  
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Website Desa Podomoro diisi dengan beberapa fitur pelayanan yang dapat 

di akses oleh masyarakat, seperti infomasi seputar kegiatan Desa Podomoro, 

jumlah penduduk, peta wilayah, kategori desa, dan sensus penduduk. 

Terdapat fitur Chat whatsapp, yang digunakan untuk bekomunikasi dengan 

pihak desa. Terdapat juga fitur pengaduan masyarakat, fitur ini digunakan 

masyarakat Desa Podomoro untuk memberikan pengaduan kepada desa agar 

lebih mudah dan cepat. Fitur belanja online (lapak), yang bertujuan untuk 

mempromosikan produk unggulan yang dimiliki Desa Podomoro seperti 

hasil kerajinan, kuliner, hasil pertanian dll. Terakhir terdapat fitur 

pembuatan surat mandiri, di mana mayarakat Desa Podomoro dapat 

membuat surat dari rumah dengan hanya melakukan pengisian data yang 

diperlukan. Banyak keuntungan dan manfaat yang didapatkan dari hadirnya 

website desa. Masyarakat juga nantinya bisa mengambil peran untuk 

membangun website desa, khususnya pemuda-pemudi mileneal yang ada di 

Desa Podomoro 

 

Berdasarkan pernyataan dari Pak Arifin  pada wawancara pada tanggal 10 

Juni 2022 selaku salah satu anggota bidang IT di Desa Podomoro bahwa 

pengunjung website desa meningkat ke arah yang lebih baik dari beberapa 

tahun. 

 

Tabel 4. Daftar pengunjung website Desa Podomoro  per tahun 

No Tahun 
 

Pengunjung (Orang) 

1 2014 

 

24 

2 2016 

 

128 

3 2017 

 

62 

4 2018 

 

84 

5 2019 

 

235 

6 2020 

 

5.126 

7 2021 

 

108.182 

8 2022 

 

104.128 

Total 
 

217.969 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung website 

desa sangat berkembang per tahunnya, akan tetapi hal itu tidak di ikuti 

dengan jumlah pengguna fitur yang ada di website, seperti yang di 

ungkapkan Arifin pada wawancara tanggal 10 Juni 2022 sebagai salah satu 

anggota bidang Ilmu Telemunikasi (IT) bahwa pengunjung website 

kebanyakan hanya melihat informasi dan data penduduk Desa Podomoro, 

untuk penggunaan fitur yang lainnya masih sangat sedikit. 

 

Produk digital lainnya yaitu, alat scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

commad center. Alat ini diharapkan dapat mempermudah aparatur desa 

dan juga masyarakat desa dalam melakukan proses administrasi dan 

mendapatkan informasi mengenai Desa Podomoro. Alat scan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) baru digunakan untuk proses pemilihan kepala desa atau 

dikenal dengan e-voting. Sementara commad center berfungsi sebagai 

penyampaian informasi desa, seperti batas wilayah, jumlah penduduk, atau 

pemasukan dan pengeluaran.  Desa Podomoro dikatakan  sebagai desa 

yang telah menerapkan digitalisasi desa. 

 

Mengutip dari smartvillage.co.id Desa Podomoro telah menerapkan sistem 

smart village oleh Davit Kurniawan, yang merupakan Tenaga Ahli IT 

Smart Village Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal (PMDT) 

Provinsi Lampung. Prestasi yang telah ditorehkan oleh Desa Podomoro 

berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris Desa Podomoro pada 

tanggal 25 Mei 2022, seperti menjadi lokus simulasi pemilihan pekon 

secara online pertama di Pringsewu bahkan di Lampung, merupakan salah 

satu desa yang menerapkan program digitalisasi desa dari 130 desa yang 

juga menerapkan program tersebut di Lampung, dan Desa Podomoro 

menjadi satu-satunya desa percontohan program desa digital atau smart 

village di Kecamatan Pringsewu. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari 

beberapa website, seperti pada https://setda.pringsewukab.go.id, 

https://balaipemdesdilampung.kemen dagri.go.id. 
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Akan tetapi berdasarkan hasil pra riset di lapangan yang telah dilakukan 

pada tanggal 25 Mei 2022, dalam implementasi kebijakan desa digital 

belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan desa digital itu sendiri, 

karena masih terdapat hambatan dan masalah dalam proses implementasi 

kebijakan. Masyarakat masih menggunakan pelayanan manual yaitu datang 

ke kantor desa untuk mengurus administrasi, yang mana hal tersebut 

seharusnya bisa dilakukan di rumah secara online. Seperti yang dikatakan 

oleh Indra pada wawancara tanggal 25 Mei 2022 pada wawancara pra riset 

mengatakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang desa 

digital serta pelayanan yang berbasis digital, padahal lokus digital Desa 

Podomoro pada bidang pelayanan administrasi publik. 

 

Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti mengenai 

produk-produk digital juga merupakan hambatan yang ada di Desa 

Podomoro dalam mengimplementasikan kebijakan desa digital. Sama 

halnya dengan pernyataan dari Rodiyah, pada wawancara tanggal 10 Juni 

2022 bahwa beliau belum mengerti mengenai adanya produk-produk digital 

yang ada di Desa Podomoro. Timbulnya masalah tersebut karena belum 

adanya sosialisasi serta pelatihan kepada masyarakat mengenai cara 

menggunakan produk-produk digital yang diberikan pemerintah desa 

kepada masyarakat. Lia memberikan penjelasan pada wawancara tanggal 10 

Juni 2022, jika beliau sendiri kurang mengerti dan kurang memahami 

mengenai salah satu produk digital seperti website desa karena belum 

adanya sosialisasi atau pemberitahun mengenai produk-produk digital yang 

ada di Desa Podomoro. 

 

Berdasarkan hasil pra riset tersebut masih terdapat kendala dalam 

melaksanakan program kebijakan desa digital di Desa Podomoro 

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Desa Podomoro lebih 

berfokus kepada pelayanan publik administrasi yang berbasis digital 

sehingga dapat lebih mempermudah masyarakat dalam proses administrasi 

seperti, pembuatan surat usaha, pencatatan sensus penduduk, surat 
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keterangan tidak mampu dan surat-surat yang masih dalam lingkup Desa 

Podomoro. Akan tetapi  Hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan 

baik dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui tentang penerapan 

desa digital maupun desa digital itu sendiri. Pihak Pemerintahan Desa 

Podomoro juga belum memberikan arahan ataupun pelatihan tentang desa 

digital kepada masyarakat secara menyeluruh.  

 

Tabel 5. Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penulis/Tahun Hasil Penelitian 

1. Karakteristik 

Desa Digital 

Di Indonesia 

Nugroho dan 

Ali (2020) 

Modal utama dalam meningkatkan 

desa dan memberdayakan 

perdesaan menjadi desa yang 

berbasiskan teknologi digital 

adalah ketersediaan jaringan 

internet. Adapun kendala yang 

dihadapi masyarakat desa untuk 

dapat mengoptimalkan penggunaan 

jaringan internet dan teknologi 

digital adalah rendahnya 

pendidikan dari masyarakat 

perdesaan di Indonesia pada masa 

Pandemi Covid-19 saat ini, 

pemerintah giat melakukan 

pemasangan jaringan internet ke 

seluruh perdesaan di Indonesia 

untuk kebutuhan pendidikan yang 

tidak dapat dilakukan secara offline 

karena mengikuti protokol 

kesehatan. Namun demikian, 

ketersediaan dari internet dan 

teknologi digital belum dapat 

dipergunakan secara optimal. 

2. Digital 

Inovasi 

Sektor 

Publik: 

Efektivitas 

Kolaborasi 

dalam 

Implementasi 

Inovasi Desa 

Digital 

Deby Febriyan 

Eprilianto, 

Galih Wahyu 

Pradana, dan 

Yuyun Eka 

Kartika Sari 

(2019) 

 

Proses pengembangan dan 

implementasi inovasi digital SID di 

Kabupaten Bantul dilakukan oleh 

KPDT, CRI dan seluruh desa. Oleh 

karena itu inovasi digital SID telah 

diterapkan pada seluruh desa di 

Kabupaten Bantul sebanyak 75 

desa dari tahun 2014. Meskipun 

demikian terdapat satu desa yang 

secara mandiri melalui skema 

kolaborasi dengan CRI telah 

berhasil mengambangkan dan 
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mengimplementasikan inovasi 

digital SID sejak dari tahun 2006 

yaitu Pemerintah Desa Dlingo. 

Hasil di lapangan menunjukkan 

sedikitnya dari proses kolaborasi 

yang dilakukan terdapat efektivitas 

kolaborasi dalam proses 

pengembangan dan implementasi 

inovasi digital SID di Kabupaten 

Bantul. Sedangkan efektivitas yang 

terlihat pada level pemerintah desa 

dapat dikelompokkan menjadi 

efektivitas kolaborasi jangka 

pendek dan jangka panjang. 

3. 
Penerapan 

Digital 

Government 

di Desa 

Sukajaya 

Kabupaten 

Sumedang 

Jawa Barat 

 

Ami Afriyani,  

Idah Wahidah,  

Muhammad 

Taufiq Hatta 

Wibowo 

(2021) 

 

Kesiapan Desa Sukajaya dalam 

inovasi digital masih harus 

dioptimalkan dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Diantaranya: 

Pertama resource readiness, karena 

keterbatasan sumber daya manusia 

perangkat desa terkait 

pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan menjadikan proses 

inovasi digital perkembangan dan 

kemajuannya cukup lambat. Kedua 

IT readiness, sarana pendukung 

atau fasilitas dalam menghadapi 

disrupsi dalam pelayanan yang 

diselenggarakan Desa Sukajaya 

dengan stabilisasi sistem teknologi 

digital sudah tersedia dengan baik 

dengan menggunakan server yang 

baik. Ketiga cognitive readiness, 

tidak semua perangkat Desa 

mampu beradaptasi dengan cepat, 

kemampuan yang dimiliki masih 

cukup terbatas untuk memahami 

teknologi. Pentingnya peran 

Kepala Desa untuk memberikan 

motivasi kepada perangkat desa 

pentingnya melakukan inovasi 

digital. Keempat patnership 

readiness, kemitraan yang 

dibangun Desa Sukajaya dalam 

membangun pola hubungan atau 

kolaborasi sudah cukup baik 

dengan pemerintah dan sektor 
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swasta. Kelima innovation valance, 

Desa Sukajaya memberikan 

dampak yang cukup positif bagi 

pemangku kepentingan. Kolaborasi 

yang dilakukan dengan beberapa 

pihak memberikan manfaat bagi 

pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Keenam culture readiness, Desa 

Sukajaya memang belum siap 

dalam waktu dekat dikarenakan 

beberapa layanan masih belum bisa 

dilakukan secara online. Tata 

kelola secara digital harus 

melibatkan seluruh perangkat desa, 

namun belum semua perangkat 

desa mampu beradaptasi. Faktor 

yang terakhir yaitu strategic 

readiness, aktivitas manajerial 

untuk memfasilitasi inovasi digital 

saat ini masih belum terbangun 

dengan baik. 

4. 
Digitalisasi 

Desa Di Desa 

Cikole 

Lembang 

 

Irland Fardani, 

Gina 

Puspitasari 

Rochman, Lely 

Syiddatul 

Akliyah, Hani 

Burhanuddin 

(2021) 

 

Smart governance adalah tentang 

mendesain ulang tata pemerintahan 

yang demokratis formal dan 

mempertahankan prinsip-prinsip 

demokrasi yang dikembangkan 

secara historis dan ekonomis. 

Smart governance terdiri atas tiga 

bagian, yatu keikutsertaan 

masyarakat di dalam penentuan 

keputusan secara langsung ataupun 

tidak langsung, peningkatan jumlah 

dan kualitas layanan publik, serta 

adanya database yang terstruktur 

dan tertata baik di dalaam 

penyimpanan data dan informasi 

terkait dengan layanan publik. 

Adanya rencana program 

digitalisasi desa dapat 

mempromosikan potensi yang ada 

di desa dan berdampak terhadap 

perkonomian desa. Program 

digitalisasi diharapkan 

meningkatkan pelayanan 

pemerintah desa.  Diperlukan 

peningkatan sumber daya manusia, 
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baik aparat desa atau warga dalam 

penerapan digitalisasi desa. 

Adanya program yang terus 

berkesinambungan dalam 

pengembangan desa digital. 

Masyarkat desa menginginnkan 

keterbukaan data dan kegiatan 

pembangunan yang dilakukan oleh 

desa. 

5. 
Desa Di Era 

Digital (Studi 

Kasus 

Tentang 

Inovasi Desa 

Di Desa 

Dermaji 

Kecamatan 

Lumbir 

Kabupaten 

Banyumas) 

 

Ali Rokhman 

(2020) 

 

Pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

(Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik). 

Berdasarkan undang-undang ini 

pemerintah desa adalah 

penyelanggara pelayanan publik. 

Fokus studi ini yakni inovasi desa 

dan pelayanan publik. Tidak 

bisanya desa langsung memberikan 

pelayanan secara online bukan 

karena hambatan teknologi namun 

lebih disebabkan karena wewenang 

yang dimiliki oleh pemerintah desa 

sangat terbatas. Pemeritah desa 

hanya sekedar membuatkan surat 

pengantar ke pemerintah di 

atasnya, kecamatan dan kabupaten. 

Hal ini menunjukkan bahwa desa 

tidak ada otonomi dalam pelayanan 

publik. 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 

 

Penelitian sebelumnya meneliti tentang digitalisasi desa dengan berbagai 

masalah tersendiri dalam penerapan program digitalisasi desa, seperti 

karakteristik dari desa digital, belum siap desa dalam menerima sistem 

digital, kurangnya wewenang pemerintahan desa dalam meningkatkan 
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media online di desa, banyaknya persiapan yang harus dilakukan desa dalam 

menghadapi digitalisasi desa. Sementara penelitian ini lebih menekankan 

pada implementasi dari desa digital di Desa Podomoro Kecamatan 

Pringsewu Kabupaten Pringsewu karena sudah diterapkan di desa dan sudah 

berjalan selama 2 (dua) setengah tahun. 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, digitalisasi desa 

merupakan hal yang diperlukan dalam peralihan teknologi digital di desa. 

Hal ini ditekankan pemerintahan pusat dan daerah kepada desa untuk 

melakukan digitalisasi desa, sesuai dengan kewenangannya. Desa 

mempunyai kewenangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa menyebutkan bahwa, 

 

“Kewenangan desa meliputi: Kewenangan berdasarkan hak asal 

usul; Kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang 

ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau 

pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang 

ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau 

pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

 

Pemerintahan desa serta masyarakat harus dapat beradaptasi dengan 

peralihan teknologi ke arah digital. Peralihan teknologi digital di desa 

diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat masyarakat desa untuk 

mendapat pelayanan publik dari pemerintahan desa. Usaha-usaha dan 

dukungan harus dilakukan baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan 

daerah, pemerintahan desa, hingga ke masyarakat desa, supaya dalam 

menerapkan kebijakan digitalisasi desa berjalan ke arah yang lebih baik 

sesuai dengan tujuan utamanya. Sehingga diperlukan suatu penelitian 

terhadap Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Pelayanan Publik di 

Desa Podomoro. Dengan menggunakan penelitian terlebih dahulu yang 
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relavan dan penelitian yang peneliti lakukan saat ini dimana akan peneliti 

gunakan sebagai bahan pijakan dan perbandingan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang peneliti 

ajukan adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam 

Pelayanan Publik di Desa Podomoro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Pelayanan 

Publik di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini, adalah: 

 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

keilmuan dan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan 

referensi dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan 

Desa Podomoro.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada semua elemen masyarakat serta aparat Desa Podomoro dalam 

mengimplementasikan kebijakan desa digital dalam pelayanan publik.
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan 

 

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan 

atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau 

masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah 

dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi 

merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan 

peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut 

sebagai berikut. 

 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Implementasi dalam kamus webster merupakan 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak 

atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan 

dampak atau akibat yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan peradilan dan kebijakan dari lembaga-lembaga pemerintah. 

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 

pelaksanaan atau penerapan. Berdasarkan penjelasan di atas implementasi 

dapat dikatakan suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan 

ditetapkan, implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci.  
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Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada menurut 

Tachan (2006), yaitu: 

 

1. Unsur pelaksana 

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagaimana yang 

dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang 

menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran 

organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi 

organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, 

pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, 

pengawasan serta penilaian. 

2. Program yang dilaksanakan 

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan 

yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program 

atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensip yang sudah 

menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu 

kesatuan. 

3. Target group atau kelompok sasaran 

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau lebih 

yang terhimpun dalam suatu wadah yaitu organisasi yang ada dalam 

masyarakatyang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi 

perilakunya oleh kebijakan. 

   

Jadi implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga 

harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan 

dampak yang baik atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar 

suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai 

merugikan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan terdapat dua pilihan 

untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena 

itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan dua 
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pilihan yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program 

dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. 

 

2.1.1 Model Implementasi Kebijakan 

 

Terdapat beberapa model dalam sebuah implementasi yang akan 

dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dapat menjadi beberapa 

refrensi dalam implementasi suatu kebijakan yang didalamnya 

memberikan dampak positif dan tercapainya suatu tujuan kebijakan 

diantaranya model implementasi.  

 

Menurut Sabatier (dalam Tachjan, 2006) menyatakan terdapat dua 

model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan yakni model 

top down dan model bottom up. model top-down berfokus pada 

ketersediaan unit pelaksana (birokrasi); standar pelaksanaan; 

kewenangan; koordinasi. model bottom-up menekankan pada strategi-

strategi yang digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan yang 

hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik publik sebagai dasar untuk 

memahami kebijakan publik itu secara keseluruhan. 

 

Selain dari model di atas terdapat model implementasi kebijakan linier 

dan model implementasi kebijakan interaktif. Menurut Dye (dalam 

Haedar, 2010), model linier, fase pengambilan keputusan merupakan 

aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang 

mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok 

lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan 

instansi pelaksana, jika implementasi kebijakan gagal pihak yang 

bertanggung jawab adalah pihak manajemen karena dianggap kurang 

memiliki komitmen. Sedangkan model interaktif menganggap 

pelaksanaan kebijakan sebagai proses dinamis, karena pihak yang 

terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam tahapan pelaksanaan. 

Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi 
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harapan para pemangku kepentingan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan 

dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan 

kelemahan pada setiap fase pelaksanaannya dapat diketahui dan dapat 

segera diperbaiki untuk mencapai tujuan. 

 

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan 

 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). 

Selanjutnya perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan 

berperan menentukan hasil yang baik.. 

 

Teori-teori implementasi kebijakan diantaranya yaitu: 

 

1. Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2022) variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi yaitu: 

a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan 

harus jelas dan teratus sehingga dapat direalisasikan. Apabila 

standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi 

interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para 

agen implementasi 

b. Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) 

maupun sumber daya non manusia (non-human resources). 

c. Hubungan antar organisasi, dalam banyak program 

implementasi sebuah program perlu dukungan dan joordinasi 

dan kerjasama antar instansi lain. Untuk itu, diperlukan 

koordinasi dan kerjasama anar instansi bagi keberhasilan 

suatu program 
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d. Karakteristik agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana 

adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu 

akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Mencakup sumber daya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok 

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 

kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung 

atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada 

dilingkungan, dan apakah elit politik mendukung 

implementasi kebijakan. 

f. Disposisi implementor, disposisi implementor ini 

mencakakup respon implementor terhadap kebijakan yang 

akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan 

kebijakan. 

2. Teori Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2022) dipengaruhi 

oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) 

dan lingkungan implementasi (context of implementation). 

Variabel tersebut mencakup: kepentingan kelompok sasaran 

atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang 

diterima target grup, perubahan yang diinginkan dari sebuah 

kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah 

sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan 

rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya 

yang memadai. 

3. Teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2022) 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: 

a. Communication (komunikasi), Komunikasi implementasi 

mensyaratkan akan implementor mempengaruhi apa yang 

harus dilakukan masyarakat. Komunikasi diartiakan sebagai 

proses penyampaian informasi komunikator kepada 
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komunikan. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) serta 

konsentrasi informasi yang disampaikan. Selain itu juga 

dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan 

dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada 

kelompok sasaran (target group), hal tersebut dilakukan 

agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Apabila tujuan dan sasaran dalam kebijakan tidak jelas atau 

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 

kemungkinan akan terjadi penolakan dari masyarakat atau 

kelompok sasaran. Agustino (dalam sahya, 2018) 

mengungkapkan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan 

harus tepat, akurat, dan konsisten. Tiga (3) indikator 

keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan, yaitu. 

Pertama transmisi, kebijakan yang akan diimplementasikan 

harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. 

Kedua kejelasan (clarity), kejelasan tujuan dan cara yang 

akan digunakan dalam kebijakan merupakan hal yang 

mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana 

mestinya. Ketiga konsistensi, implementasi yang efektif 

membutuhkan komunikasi yang jelas dan juga yang 

konsisten. Karena proses transmisi yang baik, namun 

dengan perintah yang tidak konsisten dapat membingungkan 

pelaksana kebijakan. 

b. Resources (sumber daya), meskipun isi kebijakan telah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan 

kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu 

implementasi kebijakan. Sumber daya yang dapat 

mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti 
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Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia 

merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan implementasi. Sumber daya 

manusia dapat dilihat dari kompetensi atau pengetahuan 

implementor dalam menjalankan kebijakan. Edward juga 

mengemukakan sumber daya yang diperlukan dalam 

implementasi. Pertama staf, staf dengan jumlah dan 

kemampuannya sesuai untuk kebutuhan. Kedua informasi, 

yaitu cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan 

dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga 

kewenangan, kewenangan yang dibutuhkan implementor 

sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang harus 

dilaksanakan. Kewenangan dapat berupa membawa kasus 

ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan 

untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan 

untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang 

lain. Keempat fasilitas, fasilitas berupa fisik merupakan hal 

yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh 

para implementor. Fasilitas yang berupa fisik berupa sarana 

dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk 

memperlancar proses komunikasi kebijakan.  

c. Disposition (disposisi), adalah watak atau karakteristik yang 

dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti 

komitmen, kejujuran dan sifat demokratik. Tiga (3) unsur 

yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat 

pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Pertama kognisi, 

yang berarti seberapa jauh pemahaman pelaksanan terhadap 

kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat 

penting bagi aparat pelaksana. Ketidakmampuan 

administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu 

ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan 

yang disampaikan oleh masyarakat sehingga dapat 
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menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif. 

Kedua arahan dan tanggapan pelaksanaan, yang meliputi 

penerimaan, ketidakberpihakan atau penolakan pelaksana 

dalam menyikapi kebijakan. Ketiga intensitas respons atau 

tanggapan pelaksana, apakah menerima, netral atau menolak 

intensitas terhadap kebijakan. 

d. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi), merupakan 

suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi 

kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang 

bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi. Struktur 

birokrasi terdapat hal penting yang mempengaruhinya yaitu 

adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating 

Procedure atau SOP), SOP ini merupakan pedoman bagi 

pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan 

tugasnya Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-

tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, 

yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.  

 

Dengan adanya berbagai teori implementasi kebijakan publik, kita 

harus memilih teori yang tepat guna menyelesaikan masalah, namun 

ada satu hal yang paling penting, yakni implementasi kebijakan 

haruslah menghasilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Menurut 

Richard Matland (dalam Nuryanti, 2015) Prinsip yang perlu dipenuhi 

dalam pencapaian keefektifan implementasi kebijakan diantaranya: 

 

2.1.3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan 

 

Mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus 

memperhatikan beberapa aspek serta kondisi. Menurut Grindle dan 

Quade (dalam Rakhmat, 2018) yang harus diperhatikan dalam 
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mengukur kinerja implementasi kebijakan adalah variabel kebijakan, 

organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena 

melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat 

berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

 

Selanjutnya, setelah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan 

organisasi pelaksana, karena didalam organisasi ada kewenangan dan 

berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi 

pelayanan publik untuk mengembang penerapan desa digital tersebut. 

Lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau 

negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu 

kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan 

akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. 

Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi 

benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal.  

 

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut pandangan 

Ripley dan Franklin (dalam Haedar, 2010) didasarkan pada tiga aspek, 

yaitu : 

“Pertama tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi 

diatasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang. Kedua, adanya kelancaran rutinitas dan 

tidak adanya masalah, serta ketiga, pelaksanaan dan dampak 

(manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang 

terarah”.  

 

Sedangkan proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer 

informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang 

lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya. 
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2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan dan Keberhasilan 

Implementasi Kebijakan  

 

Dalam proses implementasi kebijakan, semua kebijakan tidak akan 

berjalan sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang 

menghambat berjalannya implementasi kebijakan. Menurut Purwanto 

dan Sulistyastuti (dalam Hendi, 2016) implementasi yang sempurna 

tidak akan tercapai dengan beberapa hambatan sebagai berikut, yaitu:  

 

1. Adanya masalah pada kondisi eksternal. Kegagalan implementasi 

bukan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-

faktor diluar organisasi yang menjadi penyebab utama kegagalan 

implementasi. Misalnya terjadinya krisis moneter, bencana 

tsunami, gempa bumi, dll. Berbagai faktor eksternal tersebut 

menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk di kontrol oleh para 

policy maker maupun implementor kebijakan. 

2. Waktu serta sumberdaya masih belum tersedia secara baik. 

Hambatan waktu dan sumber daya merupakan suatu yang klasik. 

Implementasi akan gagal ketika tidak tersedia sumber daya yang 

memadai. Namun demikian persoalannya sumber daya bukan 

suatu yang berlimpah sehingga suatu kebijakan harus 

berkompetisi dengan kebijakan yang lain untuk mendapatkan 

kecukupan sumber daya tersebut. Konsekuensi yang harus 

diterima kondisi ideal tercukupinya sumber daya yang dibutuhkan 

untuk mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

tidak akan terwujud.  

3. Kebijakan bukan berdasarkan pada dasar pemikiran (teoritis) yang 

kuat tentang hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kebijakan 

dan hasil yang ingin dicapai. Persoalan ini sangat terkait dengan 

apa yang disebut sebagai error type three (kesalahan tipe ketiga); 

suatu kondisi dimana seorang policy analyst atau policy maker 

memecahkan masalah publik yang keliru dirumuskan. Kesalahan 
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yang demikian ibarat seorang dokter yang memeberikan resep 

obat untuk suatu penyakit yang di diagnosis secara keliru. 

Akibatnya obat yang diberikan tdak cocok dengan penyakit yang 

diderita oleh pasien. Sehingga meskipun obat tersebut telah 

diminum maka penyakit pasien tidak akan sembuh. 

4. Relasi sebab-akibat antara kebijakan dan hasilnya kurang bersifat 

langsung. Sering kali terjadi suatu kebijakan akan menimbulkan 

dampak (tercapainya tujuan yang ditetapkan) dalam waktu yang 

lama atau terjadi time lag sehingga implementasi kebijakan tidak 

akan secara cepat dapat diketahui keberhasilannya.  

5. Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri. Mereka sangat 

tergantung pada aktor lain. Fakta yang ada menunjukan bahwa 

prasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah 

adanya dukungan semua sumberdaya yang dibutuhkan, baik itu 

sumberdaya finansial, teknologi, politik, informasi, Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas, dll. Repotnya, berbagai sumber 

daya tersebut tersebar dalam berbagai lembaga atau orang-orang 

yang berbeda. Sehingga keberhasilan implementasi sangat 

dipengaruhi bagaimana kemampuan implementor untuk 

melakukan konsolidasi berbagai sumberdaya tersebut dengan cara 

melakukan exchange (pertukaran) yang bersifat legal 

(diperbolehkan oleh hukum). 

6. Masih kurangnya ada perjanjian yang bersifat umum antara para 

aktor tentang tujuan kebijakan serta cara mencapainya. 

Implementasi kebijakan sangat jarang dilakukan oleh aktor atau 

lembaga tunggal. Berbagai penelitian terkini menunjukan adanya 

kecenderungan dimana kebijakan yang dirumuskan oleh para 

politisi menghendaki struktur implementor yang bersifat multiple 

agencies (pelibatan banyak aktor dan lembaga) untuk 

melaksanakannya. Problem besarnya, karena suatu kebijakan 

merupakan hasil kompromi politik maka tujuan dan sasaran 

kebijakan sering tidak dirumuskan secara jelas. Akibatnya para 
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implementor tersebut bisa jadi memiliki interpretasi yang 

berbeda-beda satu dengan yang lain yang bisa berujung pada 

kegagalan implementasi suatu kebijakan. 

7. Kurang adanya sebuah keadaan terjadinya komunikasi dan 

koordinasi yang baik. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua 

hal yang mudah diucapkan akan tetapi paling sulit untuk 

dilakukan. Situasinya akan lebih sulit lagi ketika pra-kondisi 

untuk terwujudnya komunikasi dan koordinasi tidak ada, 

misalnya: persamaan presepsi tentang masalah yang 

dikomunikasikan (tujuan kebijakan atau program), persamaan 

kepentingan, sarana komunikasi yang memadai, dll.  

 

2.2 Tinjauan tentang Konsep Desa Digital 

 

Sebelum kita berbicara mengenai penerapan desa digital, terlebih dahulu kita 

berbicara mengenai desa digital itu sendiri. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa :  

 

”Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan digormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Sedangkan desa digital yang dinyatakan Dahiri, (2019) merupakan suatu 

konsep yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi 

informasi yang terhubung dengan jaringan nirkabel. Bertujuan untuk 

mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta 

pelayanan publik yang berbasiskan internet atau digital yang terkoneksi 

dengan jaringan nirkabel. Sehingga dapat dikatakan desa digital merupakan 
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desa yang telah menerapkan sistem digital yang terhubung ke jaringan 

internet dalam proses pelayanan kepada masyarakat. 

 

2.2.1 Karakteristik Desa Digital di Indonesia 

 

Desa identik dengan daerah terpencil atau dapat dikatakan sebagai 

daerah yang akses terhadap informasi masih terbatas. Oleh karnanya, 

modal utama dalam meningkatkan dan memberdayakan desa menjadi 

desa yang berbasiskan teknologi digital adalah ketersediaan jaringan 

internet. Nugroho dan Ali, (2020) terdapat 82,36% pedesaan di 

Indonesia telah terhubung internet, atau terdapat 69.126 desa, namun 

demikian, penggunaan internet dan teknologi digital tersebut harus 

didasarkan oleh pengetahuan dan kemampuan sehingga hasil dari 

penggunaan teknologi digital dan internet dapat tepat sasaran, yaitu 

meningkatkan kesejaheraan masyarakat desa tersebut. 

 

Mewujudkan desa digital itu sendiri mempunyai beberapa syarat yang 

harus dipenuhi. Dahiri dkk, (2019) desa digital mensyaratkan 

tersedianya jaringan informasi dan komunikasi yang memadai, dimana 

desa digital harus mempunyai jaringan komunikasi yang baik, karena 

hal ini merupakan faktor yang di gunakan untuk menggunakan sistem 

berbasis online. Kedua, untuk mewujudkan desa digital dibutuhkan 

pendanaan yang cukup besar. Saat ini, desa digital merupakan hasil 

kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui 

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo 

dan juga pihak-pihak lainnya. Ketiga, ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) yang mengelola berbagai layanan berbasis teknologi 

informasi online. 
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2.2.2 Potensi Desa Digital di Indonesia 

 

Indonesia yang dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam 

memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan desa digital. Hal 

tersebut dikarenakan sumber daya alam yang ada apabila dikelola 

dengan baik dan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat 

Indonesia dengan menggunakan teknologi digital akan memberikan 

nilai tambah yang tinggi. Selain itu, Indonesia sudah seharusnya 

mampu mengembangkan hasil pertanian, perkebunan maupun aktivitas 

peternakan dan perikanan dengan menggunakan teknologi, informasi 

dan komunikasi yang mukhtahir. Apabila hal tersebut dapat 

diwujudkan, maka Indonesia dapat menjadi negara maju yang 

berbasiskan agraris, dan tidak ketergantungan impor bahan pokok 

dengan negara lain.  

 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk 

terbesar di dunia, sudah seharusnya berorientasi untuk dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya dengan memberdayakan kemampuan dan 

hasil dari masyarakatnya sendiri. Lucky Nugroho (2021), berpendapat 

apabila pemerintah tidak memiliki rencana untuk memberdayakan 

masyarakat agar mandiri, maka Indonesia hanya sebagai target pasar 

yang besar bagi negara lain untuk memasarkan produk dan layanan lain 

di Indonesia. Sektor-sektor di perdesaan yang perlu diperioritaskan 

untuk menggunakan teknologi digital antara lain: 

 

1. Sektor pertanian, sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi 

penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan 

pada masa pandemi covid-19 ini, sektor pertanian menjadi salah satu 

elemen yang vital dalam mempertahankan stabilitas ekonomi;  

2. Sektor perkebunan, sektor perkebunan juga menjadi salah satu 

penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh 

karenaya komoditas-komoditas perkebunan perlu ditingkatkan 

kualitasnya mulai dari pemilihan bibit yang baik sampai dengan 
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bagaimana mengkemas dan menjualnya yang diperkuat dengan 

teknologi digital. 

3. Sektor perikanan dan peternakan, Indonesia memiliki laut yang 

sangat luas sehingga sektor perikanan dapat menjadi modal dasar 

untuk ditingkatkan kualitas melalui teknologi digital baik bagaimana 

mengemas ikan olahannya dan memasarkannya tidak hanya untuk 

konsumsi nasional tetapi juga bertujuan untuk eksport (Auliasari dan 

Agustine dalam Nugroho & Ali, 2020). Selain itu, sektor lainnya 

seperti peternakan juga perlu mendapatkan prioritas pada digitalisasi 

pedesaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang memiliki 

kualitas sehingga kebutuhan akan makanan berbasiskan hewani 

dapat terpenuhi dengan kemampuan masyarakat lokal yang akan 

berdampak terhadap baiknya kesehatan masyarakat sehingga 

masyarakat dapat bekerja lebih produktif.  

4. Sektor pariwisata, berdasarkan pendapat Mudrikah dalam Nugroho 

dan Ali, (2020) Indonesia selain memiliki kekayaan sumber daya 

alam, juga memiliki kekayaan akan keindahan alamnya. Oleh 

karenanya untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata beserta 

sub sektornya yaitu ekonomi kreatif sangat penting sekali 

dikembangkan melalui teknologi digital. 

 

2.2.3 Kekurangan dan Kelebihan Desa Digital 

 

Implementasi suatu program dan kebijakan tentunya akan terdapat 

kekurangan dan kelebihannya. Termasuk digitalisasi desa yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa secara 

khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Lucky Nugroho, 

(2021) berpendapat mengenai kekurangan dan kelebihan desa digital. 

Adapun kekurangannya adalah: 
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1. Terjadinya kriminalitas berbasiskan digital;  

2. Timbulnya permasalahan sosial yang diakibatkan oleh penggunaan 

teknologi digital yang tidak tepat sasaran;  

3. Besarnya biaya investasi untuk pengadaan infrastruktur dari 

teknologi digital, apabila tidak digunakan secara optimal.  

 

Selain itu kelebihan dari program digitalisasi pedesaan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi masyrakat desa untuk 

menggunakan teknologi digital yang bertujuan untuk 

mengembangkan usahanya;  

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa;  

3. Meningkatnya kemampuan usaha lokal perdesaan untuk 

meningkatkan produsi, pemasaran, reputasi dan juga keuangannya 

sehingga mampu bersaing dengan pebisnis tingkat nasional bahkan 

pebisnis tingkat global. 

 

2.3 Tinjauan tentang Pelayanan Publik 

 

Istilah pelayanan publik (public service) di Indonesia seringkali disamakan 

dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik merupakan : 

 

“Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 
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Pelayanan publik disebut sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan untuk masyarakat. Erwan Agus, dkk , (2016) memberi definisi 

bahwa : 

 

“Pelayan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan 

Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan 

/atau jasa, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.” 

  

Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan. Demikian dapat pula 

disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk usaha sadar dari 

penyelenggara negara kepada masyarakat berupa barang dan atau jasa guna 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

 

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, terdapat 10 (sepuluh) prinsip pelayanan umum yang diatur di 

dalamnya, yaitu :  

 

1. Kesederhanaan prosedur, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya pelayanan publik dan tata 

cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 
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4. Akurasi (ketepatan) produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat dan sah. 

5. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana prasarana tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika). 

8. Kemudahan akses (aksesibilitas) tempat dan lokasi serta sarana 

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Aksesibilitas 

disini adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas 

guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 

9. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan pelaksana pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah. 

10. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, 

toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 

 

2.4 Kerangka Pikir 

 

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam 

penelitian tersebut berkenaan 2 (dua) variabel atau lebih. Pernyataan dari 

Dalman, (2015) kerangka pikir atau asumsi dapat berisi gambaran mengenai 

pola antar hubungan antara variable maupun kerangka konsep yang mana 

digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

Kemudian untuk melihat implementasi kebijakan desa digital di Desa 

Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam peningkatan 



33 
 

 

pelayanan publik dibutuhkan adanya penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui kemajuan dan perkembangan pelayanan desa di sektor publik. 

 

Peneliti dalam hal ini menyajikan hasil observasi serta pra riset yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri guna untuk memahami arah penelitian ini. 

Desa digital dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa, telah 

memberikan beberapa pelayanan seperti website desa, scan kartu tanda 

penduduk, dan commad center yang semua itu merupakan produk berbasis 

digital, akan tetapi semua itu masih kurang di implementasikan dengan baik 

oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Hambatan-hambatan masih 

terdapat dalam pelaksanaannya seperti masih kurangnya masyarakat desa 

dalam mengenal produk-produk digital yang ada di desa, belum lengkapnya 

fasilitas yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, dan belum 

optimalnya penerapan digitalisasi desa. 

 

Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III (dalam 

Subarsono, 2022)  

 

“Menyebutkan 4 (empat) yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan, yaitu a. Comunicattion (komunikasi) dapat diartikan 

sebagai proses interaksi atau penyampaian informasi dari komunikator 

ke komunikan. b. Resources (sumber daya) merupakan hal yang 

penting dalam terlaksananya keberhasilan implementasi kebijakan. c. 

Disposition (disposisi) adalah sikap atau watak dari pelaksana 

kebijakan. d. Bureaucratic structure (struktur birokrasi) yang berarti 

terstruktur atau tidaknya pelaksanan kebijakan.”  

 

Maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi 

Kebijakan Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Peneliti 

menggunakan teori dari George C. Edward III ini karena dinilai relevan 

untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan desa digital di Desa 

Podomoro. Sementara itu teori ini juga sesuai dengan bidang Ilmu 

Pemerintahan karena fokus keberhasilan implementasi kebijakan termasuk 

dalam bidang Ilmu Pemerintahan, yang melihat keberhasilan implemtasi 

kebijakan dari beberapa aspek. Menurut peneliti dengan melihat 



34 
 

 

keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan teori dari George C. 

Edward III dapat lebih mempermudah dalam memahami bagaimana 

implementasi kebijakan yang diterapkan. Sehingga Teori ini dapat 

membantu penelitian dalam menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang mendasar, seperti bagaimana implementasi kebijakan yang 

dapat mempercepat pelayanan publik pada desa digital. 

 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka kerangka pikir 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022

Implementasi Kebijakan Desa Digital 

George C. Edward III (1980) dalam 

buku Subarsono (2022) 

 

1. Komunikasi 

- Kejelasan informasi (clarity)  

- Tujuan dan sasaran (target 

group) 

2. Sumber Daya 

- Jumlah dan kemampuan staff 

- Informasi pelaksanaan 

kebijakan  

- Kewenangan implementor  

- Fasilitas 

3. Disposisi 

- Pemahaman pelaksanan 

(kognisi) 

- Arahan dan tanggapan 

pelaksanaan  

- Intensitas respons atau 

tanggapan pelaksana 

4. Struktur Birokrasi 

- (Standar Operating 

Procedure atau SOP) 

Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 

tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

 

1. Kesederhanaan prosedur 

2. Kejelasan persyaratan teknis dan 

administratif  

3. Kepastian waktu pelaksanaan  

4. Akurasi (ketepatan) produk  

5. Keamanan proses dan produk  

6. Tanggung jawab pimpinan 

penyelenggara. 

7. Kelengkapan sarana prasarana  

8. Kemudahan akses (aksesibilitas)  

9. Kedisplinan, kesopanan dan 

keramahan pelaksana  

10. Kenyamanan lingkungan  

 

Berjalan Baik/Tidak Baik 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana untuk 

mendeskripsikan permasalahan yang diteliti. Karakteristik penelitian kualitatif 

menurut Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow dalam (Sugiyono, 2015) 

penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan merupakan angka, 

mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian 

kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi 

yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan.  

 

Sugiyono, (2015) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif 

berlandaskan atas filsafat postpositivisme yang mana digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah. Posisi peneliti adalah sebagai 

inti dari instrumen, tekhnik pengumpulan data menggunakan sistem 

triangulasi data (gabungan), analisis data pada metode ini bersifat induktif atau 

kualitatif, serta hasil dari penelitian dalam metode kualitatif ini lebih 

menekankan pada makna dari pada generalisasi. 

 

Peneliti dapat dikatakan sebagai inti atau bisa disebut kunci instrumen dalam 

penelitian kualitatif. Dimana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap implementasi kebijakan desa digital dalam pelayanan 

publik, diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh 

penelit, dengan teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis dilakukan 

berdasarkan fakta di lapangan penelitian ataupun data yang sebenarnya dan 

tampak. Oleh karena itu pada penelitian kualitaif lebih menekankan pada 

makna yang sesungguhnya bukan pada generalisasinya. 
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Peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif karena peneliti ingin 

mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan secara obyektif yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Peneliti ingin melihat Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik 

di Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian. Lokasi 

penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lapangan 

dengan kenyataan yang ada di lapangan, selain daripada itu penentuan lokasi 

juga memperhatikan keterbatasan geografis, waktu, biaya, dan tenaga yang 

diperlukan peneliti. Sehingga peneliti mengambil penelitian ini dengan 

disengaja, yaitu Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten 

Pringsewu.  

 

Desa Podomoro dipilih karena dalam penelitian ini peneliti 

mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, Desa Podomoro Kecamatan 

Pringsewu Kabupaten Pringsewu merupakan desa satu satunya di kecamatan 

Pringsewu yang menerapakan kebijakan desa digital melalui program smart 

village dari Gubernur Lampung. Kedua, status Desa Podomoro dilihat dari 

Indeks Desa Membangun (IDM) ditetapkan sebagai desa yang mandiri. 

Ketiga, banyaknya prestasi yang di torehkan Desa Podomoro sebagai bentuk 

proses desa digital. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

 

Adapun fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Desa Digital 

dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Podomoro. Menurut Spradley 

dalam Sugiyono, (2015) mengungkapkan fokus adalah sebuah domain 

tunggal atau beberapa domain yang ada terkait dengan situasi sosial. Fokus 

penelitian sangat dibutuhkan peneliti untuk meneliti agar tidak meluas ke 
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ruang lingkup yang berbeda,termasuk juga agar hal-hal yang tidak berkaitan 

dengan masalah penelitian tidak masuk ke dalam pembahasan peneliti. 

sehingga peneliti lebih fokus dalam pengumpulan data yang ingin diteliti 

peneliti. 

 

Fokus penelitian ini pada hal bagaimana implementasi kebijakan desa digital 

dalam meningkatkan pelayanan publik. Sehingga peneliti menggunakan teori 

dari George C. Edward III (dalam Subarsono, 2022) untuk mengetahui 

penerapan implementasi kebijakan desa digital, dengan indikator yang ada di 

dalam teori. Berdasarkan teori tersebut peneliti melihat Implementasi 

Kebijakan Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa 

Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dilihat dari empat 

indikator implementasi, yaitu: 

 

1. Komunikasi (communications), komunikasi yang baik dapat diukur 

dengan ada atau tidaknya sosialisasi mengenai desa digital dan apakah 

sudah memberikan pelatihan-pelatihan dalam melakukan pelayanan 

publik berbasis digital kepada aparat desa serta masyarakat. Adanya 

kejelasan mengenai tujuan dari kebijakan desa digital. Indikator ini 

melihat dan mengidentifikasi komunikasi antara implementor dengan 

masyarakat. 

2. Sumber daya, sumber daya yang dimaksud dalam pemenuhan 

keberhasilan implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya 

manusia dengan menggunakan turunan tingkat pendidiakan terakhir 

pada aparat desa dan masyarakat Desa Podomoro, keterampilan dalam 

menggunakan internet, keterampilan dalam menerima hal baru dalam 

artian digitalisasi, jumlah staf atau aparat dalam menjalankan kebijakan, 

mengerti kewenangan yang diperlukan aparat desa, dan mengerti apa 

saja yang diperlukan dalam menerapkan kebijakan. Indikator ini lebih 

berfokus kepada sumber daya manusia yang ada di Desa Podomoro 

dalam pemenuhan keberhasilan implementasi kebijakan desa digital. 
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3. Disposisi (tingkah laku pelaksana program), sikap dan komitmen dari 

implementor atau pemerintahan desa dalam menjalankan kebijkan desa 

digital dapat diukur dengan pengalaman pelaksana program dalam 

mempromosikan desa digital terutama pemahaman dalam administrasi, 

menerima atau tidaknya pelaksana kebijakan dalam menyikapi 

kebijakan desa digital, serta kualitas pelayanan yang diberikan Desa 

Podomoro kepada masyarakat. Indikator ini berupaya mengidentifikasi 

seberapa serius sikap serta komitmen dari implementor dalam 

implementasi kebijakan desa digital. 

4. Struktur Birokrasi, terstruktur atau tidak suatu birokrasi dapat diukur 

dari ketersediaan prosedur pengoprasian standar Standard Operating 

Prodedures (SOP) atau aturan yang berlaku, menjalankan atau tidaknya 

aturan yang ada, dan aktif atau tidaknya kerjasama antar aparat dalam 

menjalankan aturan-aturan kebijakannya. Indikator ini berupaya dalam 

mengidentifikasi struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan desa 

digital di Desa Podomoro. 

 

3.4 Informan Penelitian 

 

Dengan memilih informan yang dianggap paling tahu tentang data dan 

informasi apa yang dibutuhkan. Informan penelitian adalah mereka yang 

menjadi sumber informasi ataupun keterangan yang mana berkaitan dengan 

objek penelitian. Pemilihan informan menggunakan sistem pusposive 

sampling di mana penentuan informan ini ditentukan oleh tujuan yang akan di 

dapat oleh peneliti dengan mewawancara informan tersebut, karena informan 

memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diketahui dalam penelitian 

tersebut dan dianggap memiliki informasi lebih dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 
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Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang 

menguasai masalah sistem informasi mengenai penerapan kebijakan desa 

digital ini, memiliki pengetahuan dan pemahaman, serta masyarakat yang 

terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengembangan desa digital. 

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan 

penelitian : 

  

Tabel 6. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Supriyo  Kepala Desa Podomoro  

2. Muhammad Arifin  Staf IT  I Desa Podomoro 

3. Indra  Masyarakat Dusun 1 Desa Podomoro 

4. Rodiyah  Masyarakat Dusun 2 Desa Podomoro 

5. Lia  Masyarakat Dusun 2 Desa Podomoro 

6. Singgih Adi Purnama  Masyarakat Dusun 3 Desa Podomoro 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 

Terdapat sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata, 

tindakan,dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen 

lain. Sugiyono, (2015) apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber data primer yang langsung didapatkan oleh 

sumber informasi terkait penelitian dan sumber data sekunder terkait dengan 

penelitian yang dapat didapatkan dari berbagai dokumen dan segala sumber 

tertulis . 

 

Sumber data primer dalam sebuah penelitian diperoleh langsung dari 

sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk 

angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya .Adapun untuk data 

sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain,kantor yang 

berupa sebuah laporan, profil, buku pedoman,atau pustaka. Berdasarkan 

sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam 

jenis-jenis data yaitu sebagai berikut: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh Peneliti untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan oleh Peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Data primer 

ini berupa hasil wawancara Peneliti pada 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB, 

10 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB, dan 24 November 2022 pukul 14.00 

WIB dengan narasumber Kepala Desa Podomoro Supriyo, Staff 1 IT 

Desa Podomoro Ms Muhammad Arifin, Rodiyah Masyarakat Dusun 2 

Desa Podomoro, Singgih Adi Purnama Masyarakat Dusun 3 Desa 

Podomoro, Indra Masyarakat Dusun 1 Desa Podomoro, Lia Masyarakat 

Dusun 1 Desa dan Peneliti melakukan observasi langsung mengenai 

Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Pelayanan Publik (Studi di 

Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu) yang 

kemudian Peneliti dokumentasikan dalam bentuk gambar yang ada di 

lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mencari fakta yang 

sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan. Data 

bersumber dari dokumentasi berupa SK Smart Village, website desa 

digital di Desa Podomoro, artikel dan referensi yang berhubungan dengan 

Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Pelayanan Publik (Studi di 

Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu). Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini berupa SK Smart Village, website desa 

digital di Desa Podomoro, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan 

dengan Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Pelayanan Publik 

(Studi di Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu). 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang palingstrategis 

dalam penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber, 

dan cara. Hardani, dkk, (2020) berpendapat dari sumber datanya maka 
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pengumpulan data dapat menggunakan sumber data langsung yakni primer 

dan sumber data sekunder. Akan tetapi dalam Sugiyono, (2015).penelitian 

kualitatif ini pengumpulan data pada natural setting atau kondisi yang 

alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

hal observasi dilapangan berperan serta wawancara medalam, dan 

dokumentasi. 

 

1. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara 

secara terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga sebagai 

wawancara terfokus, yaitu wawancara yang menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara 

dilakukan pada 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB, 10 Agustus 2022 

pukul 14.00 WIB, dan 24 November 2022 pukul 14.00 WIB dengan 

narasumber Kepala Desa Podomoro Supriyo, Staff 1 IT Desa 

Podomoro Ms Muhammad Arifin, Rodiyah Masyarakat Dusun 2 Desa 

Podomoro, Singgih Adi Purnama Masyarakat Dusun 3 Desa 

Podomoro, Indra Masyarakat Dusun 1 Desa Podomoro, Lia 

Masyarakat Dusun 1 Desa. 

2. Dokumentasi, adalah sebuah metode pengumpulan data dalam bentuk 

dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan 

melakukan penulusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa 

buku-buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, kebudayaan dan 

karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian. 

Dokumentasi dilakukan pada 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB, 10 

Agustus 2022 pukul 14.00 WIB, dan 24 November 2022 pukul 14.00 

WIB. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen-

dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi, 

termasuk catatan penting tentang Penerapan Desa Digital dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik. 

 



42 
 

 

3. Observasi, observasi merupakan pengamatan langsung terhadap 

fenomena yang akan dikaji. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, (2015) 

menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks 

yang mana tersusun dalam proses biologis dan pisikologis dalam 

proses pengamatan serta ingatan. Observasi digunakan untuk lebih 

mendapatkan gambaran nyata dilapangan sehingga data akan lebih 

akurat dan jelas. Obeservasi pada penelitian ini dilakukan dilakukan 

pada 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB, 10 Agustus 2022 pukul 14.00 

WIB, dan 24 November 2022 pukul 14.00 WIB. 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

 

Mengolah data kualitatif yang berkenaan dengan Implementasi Kebijakan 

Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Desa Podomoro maka 

peneliti mengolah data berdasarkan kepada beberapa langkah dan petunjuk 

pelaksanaan. Analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan 

bukan rangkaian angka seperti yang dikatakan B. Miles dan Michael 

Huberman dalam Hardani & dkk, (2020) analisis data kualitatif yang muncul 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah 

dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan yang terlibat, 

wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, 

pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang 

biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan dibagi dalam empat alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan B. Miles dan Michael Huberman 

dalam Hardani & dkk, (2020), yaitu: 

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data, 

dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dilakukan adalah 

dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau 

gabungan ketiganya atau disebut dengan trianggulasi data. 
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2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerderhanaan, merangkum, memilih, pengabstrakan, dan 

transformasi data yang pokok dan sesuai dengan tema dan fokus 

penelitian kualitatif yang muncul dari catatan-catatan di lapangan 

setelah pengumpulan data artinya, data harus dirampingkan, dipilih 

mana yang penting, disederhanakan, dan diabstrakan serta 

diminimalisir sedemikian rapi. 

3. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksud sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinana adanya penarikan simpulan dan pengambilan 

tindakan. Yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan 

peneliti secara sistematis dan dianalisa secara konseptual. Menarik 

kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang telah 

dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dilapangan. 

4. Kesimpulan data 

Langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan 

pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya atau, 

keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau 

deduktif, dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi ada 

kemungkinan juga tidak dan merupakan sebuah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.  

 

Hasil penjelasan diatas menjelaskan tentang pedoman untuk pengolahan data 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitaif adalah 

prosedur penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial bergantung pada 

pengamatan terhadap manusia. Peneliti ingin melihat bagaimana Penerapan 

Kebijakan Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa 

Podomoro, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. 
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IV.   GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Pekon Podomoro 

 

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Pekon Podomoro 

 

Desa Podomoro adalah suatu desa kolonisasi. Desa ini dibuka pada 

tahun 1927. Dahulu, wilayah Desa Podomoro masih hutan, yang 

pertama kali masuk adalah rombongan pendatang dari Jawa Tengah. 

Namun, orang-orang tersebut sebelumnya sudah bertempat tiggal di 

Desa Wates, Kecamatan Gading Rejo. Rombongan tersebut berjumlah 

sembilan Kepala Keluarga yang dibawa bersama-sama oleh Bapak 

Kromo Dimejo. Setelah pendatang baru bertambah banyak, maka pada 

waktu itu dibentuklah pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala 

Desa. Dan Kepala Desa yang pertama kali adalah  Bapak Kromo 

Dimejo.  

 

Pada waktu itu Desa Podomoro berasal dari bahasa Jawa yang artinya 

“Podo:sama, Moro:datang”. Jadi, Podomoro artinya “Datang 

Bersamaan”. Awalnya Desa Podomoro terdiri dari dua dusun yaitu 

Dusun Podomoro I dan Dusun Podomoro II. Setelah Desa Podomoro 

berdiri dan banyak pendatang baru serta oendatang tersebut menebang 

di sebelah utara, lalu desa bertambah dua dusun yaitu Dusun Podosari 

dan Dusun Podorejo. Dengan demikian Desa Podomoro terdiri dari 4 

(empat) dusun yaitu Dusun Podomoro I, Dusun Podomoro II, Dusun 

Podosari dan Dusun Podorejo.  
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4.1.2 Kondisi Geografi 

 

Pekon Podomoro merupakan salah satu desa dari kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dengan Luas wilayah 253 

hektar, dengan topografi dataran. Pekon Podomoro terletak di dalam 

wilayah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi 

Lampung yang berbatasan dengan : 

 

 Sebelah Utara   : Pekon Podosari dan Sungai Way 

      Sekampuh 

 Sebelah Timur  : Pekon Bulukarto Kec. Gadingrejo 

 Sebelah Selatan  : Pekon Sidoharjo dan Kelurahan Pringsewu  

 Utara 

 Sebelah Barat   : Kelurahan Pringsewu Utara 

 

Iklim Pekon Podomoro, sebagaimana Desa/Pekon lain di wilayah 

Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan 

pertanian yang ada Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu 

 

Namun, seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah 

penduduk, terpecahlah dua dusun milik Desa Podomoro yang pertama 

adalah Dusun Podorejo menjadi Desa Rejosari (2006) dan yang kedua 

Dusun Podosari menjadi Desa Podosari (2013) yang memiliki otonom 

sendiri. Kini Desa Podomoro hanya memiliki tiga dusun saja yaitu 

Dusun Podomoro I,II dan Dusun Podomoro III.  
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4.1.3 Riwayat Nama-Nama Kepala Pekon Podomoro 

 

Adapun riwayat nama-nama Kepala Pekon Podomoro, sebagai berikut : 

 

Tabel 7. Riwayat Nama-Nama Kepala Pekon Podomoro 

No. Nama Kepala Pekon Podmoro Jabatan 

1. Kromo Dimejo 1927 – 1932 

2. Mad Rejo 1933 – 1950 

3. Pawiro Sukarto 1951 – 1957 

4. Parto Darmo 1958 – 1961 

5. Madio Utomo 1962 – 1964 

6. Parto Darmo 1965 – 1967 

7. D.Kamino 1968 – 1969 

8. M.Ardani 1970 – 1972 

9. D.Kamino 1973 – 1975 

10. Suyono 1975 – 1976 

11. Kasimin Murtopo 1976 – 1979 

12. Sukiman Edy Riyanto 1979 – 1987 

13. Hadi Pramono 1987 – 1988 

14. AS Sakeh 1988 – 1997 

15. Margono 1997 – 1998 

16. Narsun 1998 – 2006 

17. Parjito 2006 – 2007 

18. Hendry Sutarwan 2007 – 2013 

19. Didi Maryadhi 2013 (Pj) 

20. Hendry Sutarwan 2013 – 2019 

21. Didi Maryadhi 2019 – 2020 (Pj) 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 

 

4.1.4 Struktur Jabatan Pegawai Pekon Podomoro 

 

Tabel 8. Struktur Pegawai Pekon Podomoro 

No. Nama Jabatan 

1. Supriyo Pj. Kepala Pekon 

2. Ervin Holandi A. Sekretaris Pekon 

3. Puji Erawati Kaur Keuangan 

4. Riska A. Kaur Umum 

5. Ismail Kaur Perencanaan 

6. Penta Luswantoro Kasri Kesra 

7. Widiyanto Kasi Pelayanan 

8. Lintang Kasi Pemerintahan 

9. Agus Prasetia S. Kadus I 

10. Turino Kadus II 

11.   Sujani Kadus III 

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 
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4.1.5 Visi – Misi Pekon Podomoro 

 

Visi : 

 

“Bersama Membangun Podomoro Maju, Mandiri dan Sejahtera”. 

 

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang 

luhur untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di Pekon Podomoro baik secara individu 

maupun kelembagaan hingga 6 (enam) tahun lebih baik dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan 

dilandasi semangat kebersamaan. 

 

Misi : 

 

1. Pemerintah Pekon bersama masyarakat memperkuat kelembagaan 

Pekon yang ada. 

2. Pemerintah Pekon bersama masyarakat dan kelembagaan Pekon 

menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan 

yang partisipatif. 

3. Pemerintahan Pekon bersama masyarakat kelembagaan Pekon 

mewujudkan Pekon Podomoro yang maju dan mandiri. 

4. Pemerintah Pekon bersama masyarakat dan kelembagaan Pekon 

memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

4.2 Gambaran Umum Desa Digital di Desa Podomoro 

 

4.2.1 Sejarah Terbentuknya Desa Digital di Desa Podomoro 

 

Desa digital di desa Podomoro pada awalnya terbentuk karena adanya 

program smart village yang dimulai pada tahun 2020. Desa digital 

didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui 

Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP). 
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Program desa digital di Desa Podomoro akan memberikan bimbingan 

teknis (bimtek) kepada operator dan pemerintah desa untuk memulai 

layanan-layanan secara online. 

 

Selanjutnya, pada tahun 2021 Pemerintah Desa Podomoro membuat 

kebijakan mengenai desa digital yang sudah di akui oleh  Ketua 

Pelaksana Smart Village Provinsi Lampung. Transpormasi digital Desa 

Podomoro dinilai dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang 

berbasis desa digital. Fasilitas yang menunjang untuk menjalankan desa 

digital seperti kompuer, printer, alat scan KTP, HandPhone berbasis 

Andorid.  

 

Desa digital di Desa Podomoro di sah kan berdasarkan Surat Keputusan 

Gubnernur Nomor G/71/V.12/HK/2021 tentang Penetapan Lokasi 

Sasaran Program Smart Village Provinsi Lampung Tahun 2021. Surat 

Keputusan Gubnernur Nomor G/71/V.12/HK/2021 berisikan  

mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi 

dalam menerapkan implementasi kebijakan program desa digital. 

Pemberian fasilitas untuk menunjang program desa digital ini melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada 

tahun 2021 

 

4.2.4 Fasilitas Desa Digital 

 

Fasilitas-fasilitas untuk menunjang desa digital di Desa Podomoro, 

sebagai berikut : 

 

1. Staf aparatur Desa Podomoro yang memadai untuk melaksanakan 

teknis desa digital 

2. Jaringan internet telah memadai sehingga website desa digital dapat 

diakses oleh masyarakat  

3. Komputer dan printer untuk mencetak surat-surat yang diperlukan 
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4. Lingkungan yang nyaman disediakan lahan parkir, musholla, dan 

WC  
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VI.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan desa digital dalam 

pelayanan publik di Desa Podomoro kurang baik, karena : 

 

1. Dari aspek komunikasi, menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan 

kurang berhasil disebabkan oleh kurangnya kejelasan informasi kepada 

masyarakat dalam menggunakan fitur-fitur desa digital dan Aparatur 

Desa tidak memantau RT/RW untuk memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat. 

2. Dari aspek sumber daya, menunjukan bahwa sumber daya kurang 

berhasil disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat Desa Podomoro 

dalam melaksanakan program desa digital karena membutuhkan 

kemampuan khusus, paling tidak masyarakat harus mempunyai 

handphone berbasis android.   

3. Dari aspek struktur birokrasi, menunjukan bahwa struktur birokrasi 

kurang berhasil disebabkan oleh program desa digital hanya mengikuti 

Petunjuk Pelaksanaan Operasional Program Smart Village Provinsi 

Lampung juklas-juklis berisikan tekhnik-tekhnik saja, sedangkan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) khusus yang berisi administratif tidak ada.  

4. Dari aspek pelayanan publik, menunjukan bahwa pelayanan publik 

kurang berhasil disebabkan oleh masyarakat belum sepenuhnya beralih 

menggunakan website desa digital untuk melakukan kesederhanaan 

prosedur desa digital sehingga masih terdapat masyarakat yang datang 

langsung ke Kantor Desa Podomoro. 
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Desa digital di Desa Podomoro memiliki berbagai macam hambatan seperti di 

atas. Namun, aspek disposisi sudah berhasil menerapkan nilai implementasi 

kebijakan yang menunjukkan bahwa Aparatur Desa Podomoro sudah 

mengetahui dan memahami fungsi dari website desa digital. 

 

6.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan desa digital 

dalam pelayanan publik di Desa Podomoro, Peneliti memandang bahwa apa 

yang dilakukan oleh pemerintah telah berusaha menerapkan nilai 

implementasi kebijakan dengan baik. Namun, pada nilai yang belum berhasil 

diterapkan Peneliti memberikan saran kepada Desa Podomoro, yaitu : 

 

1. Desa Podomoro, sebaiknya segera membuat Standar Operasional 

Prosedur (SOP) mengenai desa digital. 

2. Desa Podomoro, sebaiknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan 

pelatihan kepada masyarakat mengenai desa digital tersebut. 

3. Aparatur desa, sebaiknya lebih tegas menekankan kepada masyarakat 

agar melengkapi data pembuatan surat di dalam sistem. 

4. Masyarakat, sebaiknya lebih beralih menggunakan website desa digital 

apalagi akses internet di Desa Podomoro sudah cukup stabil. 
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